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ABSTRACT

This rcsemch aims to determine the efient to which adaocacy is conducted by Front Ral<yat Adaokasi
Sawit (FRAS) for the handling of conflict in Central Sulazoesi land disputes between famers Toili and
PT Kurnia Luzauk Sejati (PT KLil. The background of this research is about the conflict of land
disputes betuseen farming communities Toili with PT I(LS in Banggai regency of Central Sulawesi
proz.tince. This study uses the method of eaaluation that is part of the decision making process, namely
to compare an euent, actiaity has been determined. This study uses qualitatiue analysis and data types.

Qualitatioe tesearch aims to describe and analyze problems that become the object of this study as an
eaaluation of the adaocacy process, so this study can giae an idea about adaocacy in conflict resolution
of land disputes and the factors surrounding the adaocacy process to determine the success or failure of
adoocacy ffirts related. to resolaing conflicts and land disputes Toili farmers pT KLS.

Keywords: Conflict Land Dispute, Adoocacy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana adaokasi yang dilakukan oleh Front Rakyat
Adxokasi Sazoit (FRAS) Sulawesi Tengah untuk penattgflnan konflik sengketa tanah antara petani
Toili dan PT Kurnia Luznuk Sejati (PT KLS). Penelitian ini lebih fokus pada knnflik sengketa tanah
antara masyarakat petani roili dengan PT KLS di Kabupaten Banggai prctsinsi sulawesi rengah.
Penelitian ini menggunakan metode eaaluasi yang merupakan bagian dari proses pembuatan keputu-
san, yaitu; untuk memband.ingkan suatu kejadian, kegiatan yang telah ditetapkan. penelitian ini
menggunakan analisis dan jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan
dan menganalisa mrcalah yang menjadi objek penelitian ini sebagai eoaluasi terhadap proses adaokasi,
sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang adaokasi dalam penyelesaian konftik
sengketa tanah serta faktor-faktor yang melingkupi proses adztokasi untuk mengetahui keberhasilan
ataupun kegagalan adaokasi yang kaitannya dengan upaya penyelesaian konflik sengketa tanah petani
Toili dan PT KLS.

Kata kunci : Konflik Sengketa Tanah, Advokasi.

PENDAHULUAN

Apa yang sesunggu}nya terjadi dalam konllik agraria diakibatkan perampasan tanah,

monopoli tanah yang semakin gencar dan terbuka melalui "mesin Negara,, yang memberi-

kan keleluasan kepada fuan tanah besar lokal nasional, maupun intemasional unfuk
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menguasai sumber-sumber agraria (bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

yang terkandung di daiamnya) secara besar-besaran. Satu ironi dari sebuah negara yang

mayoritas di diami oleh kaum tani justru meminggirkan dan menghilangkan tanah sebagai

alat produksi yang paling menentukan bagi kelangsungan dan mengembangkan kehidupan

sosial kaum tani. seperti apa yang teqadi tehadap konflik sengketa tanah antala pr Kumia

Luwuk sejati (PT KLS) dengan masyarakat petari Kecamatan Toili di Kabupaten Banggai

Provinsi sulawesi rengah. PT KLS memiliki perkebunan kelapa sau'it dan Hutan Tanaman

Industri (HTI) di Kecamatan Toili dan Toili Barat Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Kasus sengketa tanah ini berawal setelah PT Berkat Hr"Ltan pusaka (pT BHp) yang

seluruh sahamnya dikuasai oleh I'T KL$ melakukan konversi hutan ke perkebunan kelapa

sawit. PT BHP merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha Hutan Tanaman lrdustri

(HTI). Perusahaan ini merupakan join bisnis antara FT lnhutani I. pr BHp sendiri adalah

pemegang izin HTI seluas 13.400 t{a di wilayah Kecarrratan loili dan Toili Barat berdasarkan

SK Menhut No. 146lkpts-Il 17996, 4 Aprll 1996. l:'T BHP juga merupakan perusahaan

patungan dari PT Kurnia Luwuk sejati (PT KLS) milik Murad Husain yang menguasai 60%

saham dengan PT Inhutani I yang mengusai 40% saham PT BHp, namun belakangan pada

2002 PT KLS mengakuisisi seluruh saham milik PT Inhutani I.

Konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Piondo, Desa Moilong, Desa Singkoyo

dan Desa Bukit Jaya di Kecamatan Toili dengan IrT Berkat Hutan pusaka (BHp) dan pT

Kurnia Luwuk sejati (PT KLS) merupakan konflik yang telah berlangsung lama. Konflik

agraria ini setidaknya mulai terjadi ketika PT BHP dan PT KLS mulai melakukan aktivitas

perkebunan kelapa sawit. sekitar 184 Ha areal perkebunan milik petani Desa piondo

tumpang-tindih dengan areal Hutan Taraman lndustri (HTI) r,ilik perusahaan.

KonIlik sengketa tanah antara petani Toili dan PT I(umia Luwuk Sejati (pT KLS),

merupa kan jenis konflik kepentingan yang ditunjukkan dengan ketidakselarasan tujuan

(Panggabean, 2010;1). Bagi petani Toili, tanah merupakan sumber kehidupan sebagai

penopang hidup. Petarri Toili menggunakan tanah untuk areal perkebunan pertanian yang

produktif dengan ditanami berbagai tanaman komoditi, seperti ubi, jagung, rambutan,

durian dan coklat. Perkebunan petani Toili masih rnenggunakan corak produksi yang

tradisional dan sistem pertanian yang rnasih subsistem. Sementara pT KLS, sebagai
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perusahaan industri kelapa sawit sangat membutuhkan banyak tanah-tanah dan dalam

pengelolaan lahan menggunakan corak produksi modem. Harga minyak sawit r,rentah

(uude palm oil) yang tinggi di pasar internasional membuat p'l' KLS memperluas areal

perkebunan kelapa sar.t'it dengan melakukan konversi lahan untuk perkebr:nan kelapa

sawit.

Dengan adanya kepentingan yang tidak selaras antara petani roili dan pr KLS

rnemuncuikan konllik dengan memperebutkan tanah sebagai sumberdaya yarlg sangat dibu-

tuhkan. Isu mengenai kepentingan metingkupi pertikaian atau kon{Iik yang memperebutkan

suatu sumber daya materi tertentu dalam jumlah terbatas sehingga akan ada salah satu pi-

hak yang akan berkurang porsinya disebabkan oleh pihak lain (Kriesberg, 199g). Dalam

konflik sengketa tanah antara petani roili dan PT KLg menjadikan petani roili dalam posisi

yang lemah karena berhadapan dengan kekuatan eksternaf yaitu; modal dan kebijakan

investasi. Kondisi seperti itulah, mendorong petani roili untuk memperjuangkan kepen-

tingannya dengan meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sulawesi

Tengah dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah.

LBH sulawesi rengah bersama walhi, mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan

konflik sengketa tanah bersama perwakilan-perwakilan petani dari beberapa desa di

Kecamatan Toili yang bersengketa dengan pihak PT KLS. Gambaran konflik sengketa tanah

yang menghasilkan kompleksitas permasalahan dan begitu banyak desa di dataran Toili

yang mengalami penggusuran dan penyerobotan tanah akibat dampak dari perluasan

perkebunan kelapa sawit, sehingga LBH sulawesi rengah dan walhi memutuskan untuk

melakukan advokasil bersama dengan beberapa Lembaga slvadaya Masyarakat (LSM) di

PaIu yang me-rupakan anggota jaringan walhi sulawesi rengah serta orgardsasi petani yang

telah terbentuk di roili dengan nama Front Rakyat Advokasi sawit (FRAS) sulawesi rengah.

setiap kerja advokasi yang dilakukan sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah

membentuk "lingkar tntr" (allies), yakni kumpulan orang dan/atau organisasi yang menjadi

penggagas, pemrakars4 penggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi.

t Menurrt bahasa Belanda, odvocoot atau odvocateur be.?fti pengacara atau pembela. Dalam bahasa lnggris,
to ddvocote tidak hanya berarti to defend (membelal, melainkan pula to promote (mengemukakan atau
memajukan), to creote (menciptakan) dan to chonge (melakukan perubahan) {Topatimasang, et al, 20oo; 7)
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Lingkar inti tersebut rnerupakan suatu "tim kerja" yang siap bekerja purna-wakh1 kohesif

dan pejal (Topatimasang, 2000;7).

Dengan melalui advokasi diharapkan dapat menyelesaikan konflik sengketa tanah

antara petani Toili dan PT KLS. Metode advokasi yang digunakan oleh FRAS Sulteng adalah

litigasi dan non litigasi. Beberapa upaya advokasi dengan proses litigasi yang telah dilaku-

kan oleh FRAS Sulteng, antara lain:

a. Membuat pengaduan ke Polda Sulawesi Tengdh tentang prinsipprinsip pengelolaan

Hak Guna Usaha (HGU) PT KLS;

b. Membuat laporan ke Polres Banggai tentang PT KLS tidak memiliki Izin Usaha

Perkebunan (IUP) atas nama LBH Sulawesi Tengah;

c. Membuat pengaduan ke Polres Banggai tentang alih fungsi Hutan Tanaman Industri

(HTI) dan kerusakan lingkungan. Pengaduan dilakul<an oleh Seritat Petani Piondo;

d. Men;rurat ke Polsek Toili perihal permohonan tindak lanjut tentang pemang#lan

terhadap 4 orang petani Desa Piondo dalam kasus penyerobotan kawasan HTI atas

laporan Murad Husein.

Sementara upaya advokasi dengan proses non litigasi yang dilakukan oleh FRAS Sul-

teng, antara lain: Bersurat ke Menteri Kehutanan perihal pengaduan aktivitas HTI PT KLS di

Kabupaten Banggai yang memuat fakta lapangan pelanggaran HTI;

a. Bersurat ke Menteri Perkebr:nan perihal pengaduan prinsip-prinsip pengelolaan HGU

PT KLS;

b. Melakukan audiensi dengan komisi II DPR RI tirnja Pertanahan;

c. Bersurat ke BPN perihal pengaduan dan permohonan tindak lanjut tentang pengelola,

an HGU dan penyerobotan lahan-lahan warga petani yanh beralas hak maupun lahan

masyarakat adat Tau'taa Wana dan pengaduan untuk mengembalikan lahan-lahan

warga yang dirampas oleh HGU PT KLS;

d. Bersurat ke Mabes TNI Mabes Polri, KPK tentang pengaduan tindak lanjut atas

aktivitas HTI PT KLS di Kabupaten Luwuk Banggai

e. Menyampaikan Iaporan ke Komnas HAM atas tindakan PT KLS melakukan perampas-

an tanah dan penggusuran;

f. Melakukan aksi massa, aksi reclaiming melakutan dialog, melakukan loby.
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Perkembangan dari proses advokasi yang dilakukan oleh FRAS Sulteng, seluruhnya

menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan seluruh instansi

yang terkait dalam penanganan konflik tersebut. Dengan kata lain" bahwa proses advokasi

belum dapat memberikan hasil terhadap tuntutan petani atas hak mereka atas tanah.

Advokasi FRAS Sulteng memberikan dampak positil dan negatif dalam penyelesaian konflik

sengketa tanah antara petani Toili dan PT KLS tetapi secara strategis belum dapat meresolusi

konflik tersebut. Dampak advokasi secara positit memberikan banyak informasi kepada

petani tentang dampak lingkungan, dampak sosial-ekonomi, dan pengetahuan hukum. Dan

secara negatif terjadi saling gugat antara PT KLS dan petani, penangkapan petani karena

melakukan perlawanan secara terbuka" terror dan intimidasi yang terjadi pada petani.

Menurut Valeri e MIlrIer (1997), untuk melihat dampak dari proses advokasi bisa dilihat

pada tiga aspek. Pertama, kesuksesan di tingkat kebijakan bisa dilihat pada perubahan

kebijakan, program dan perilaku yang mengarah pada pencapaian lt|uan advokasi. Kedua,

di tingkat masyarakat madani, kesuksesan diukur dengan fakta bahwa organisasi rakyat

yang melakukan advokasi semakin memiliki daya tawar yang kuat terhadap aktor lainnya.

Ketiga, pada tingkat demokrasi, advokasi harus mampu memperluas ruang demokrasi,

partisipasi dan legitimasi politik masyarakat sipil. Ketiga perubahan inilah yang dijadikan

ukuran untuk menilai keberhasilan proses advokasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Toili Kabupaten Luwuk Banggar, provinsi

Sulawesi Tengah. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat

digunakan untuk mernecahkan masalah. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi yang

merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu

kejadian, kegiatan yang telah fitetapkan. Penelitian ini menggunakan analisis dan jenis data

kualitatif. Penelitian kualitatiJ bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa masalah

yang menjadi objek penelitian. Penulis menggunakan sumber data dengan metode pengum-

pulan data melalui wawancara dan dokumen ataupun catatan-catatan lainnya yang dapat

mendukung penelitian ini. Cara pengumpulan data, dari dua jenis sumber data yaitu data

primer (responden/informan) dan data sekunder (penunjang). Kedua data tersebut sangat
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penting atau diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dan untuk

menyederhanakan data yang dikumpulkan agar dalam penelitian dapat membuat

kesimpulan-kesimpulan dari data yang kumpulkan. Responden yang jadi tujuan adalah

responden yang representatif dengan tujuan penelitian, yang berasal dari pihak petani Toili,

pihak PT KLS dan pihak FRAS Sulteng.

Proses analisis data dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan

dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan

menggunakan cara sebagai berilut: Pemeriksaan data (editing) dan analisis data guna

rnenguji hipotesis yang telah ditetapkan.

HASIL DANANALISIS

1. Peta Konflik Sengketa Tanah Antara Petani Toili dan PT KLS

Lahan yang sekarang menjadi sengketa adalah bagian dari HGU pT KLS. pada tahun

1995, melalui program transmigrasi Swakarsa Mandiri dengan pola Agroestate, pT KLS

mengikuti tender dan kemudian mendapat persetujuan pemerintah. Dalam program ini, pT

KLS melepas HGU seluas 275 Ha dan memperoleh dana kompensasi sebesar 800 juta dari

dana APBN untuk keperluan pembebasan lahan dan pembangunan perumahan.

Sebagai program uji coba, peserta dibatasi hanya 100 KK, terdiri dari 50 KK yang

berasal dari masyarakat luar daerah dan 50 KK masyarakat lokal. sesuai ketentuan, di atas

lahan yang sudah dilepas, sekitar 50 Ha dimanfaatkan r:nfuI< lahan tanaman pangan dan

fasilitas umum (seperti sekolah, pos layanan kesehatan, sarana ibadah), 25 Ha untuk

perumahan dan sisanya unfuk tanaman coklat, kakao. Setiap peserta transmigrasi secara

total akan mendapat lahan seluas 2 Ha, dengan pembagian % Ha unhrk rumah dan

pekarangan, 3/e Ha ultuk lahan tanaman pangan, dan I Ha untuk tanaman kakao. perusa-

haan wajib membangun perumahan yang layak huni dan menanam kakao, sedangkan tana-

man pangan akan dilakukan sendiri oleh peserta transmigrasi bila sudah menempati pem-

bagiarmya masing-masing.
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Peserta transmigrasi Agroestate yang berasal dari pulau jawa tiba di lokasi yang telah

dijanjikan temyata sangat berbeda dari gambaran di brosur dengan kenyataan. Karena di

lokasi tersebut, rumah yang disediakan dibuat secara tidak layak sebagaimana mestinya

rumah hurri, di lahan-Iahan yang akan rnereka kelola berserakan kayu-kayu bekas tebangan

yang tidak dibersihkan, dan kakao yang terdapat dalam brosur siap produksi temyata sudah

banyak yang mati bahkan ada yang baru ditanam. Karena merasa kecewa maka, 21 peserta

yang berasal dari jawa langsung kembali ke daerah asalnya. sementara peserta lairmya

mencoba untuk bertahan dan megelola lahan dan mulai mernbayar kredit angsuran bulanan

atas lahan tersebut walaupun mereka tidak tahu secara jelas jumlah total yang harus dilunasi

dan sampai kapan batas waktu penyelesaian kredit lahan tersebut.

PT KLS tidak melihat kondisi peserta transmigrasi atas bangunan rumah yang tidak

layak huni, fasilitas umum yang tidak layak pakai dan kebun kakao yang tidak layak pro-

duksi, justru PT KLS melakukan penggusuran lahan masyarakat petani. Tanaman di lahan

tersebut tiba-tiba rata dengan tanah akibat penggusuran yang dilakukan oleh pr KLS

dengan alasan surat Keterangan dari Disnakertrans pada 10 september 200g No.593/710l

Nakertrans.

2. Masyarakat Petani roili Meminta Pendampingan dalam penyelesaian Konflik

Sengketa Tanah Akibat Penggusuran

Penggusuran-penggusuran lahan yang dilakukan oleh pT KLS di beberapa desa

membuat beberapa perwakilan masyarakat petani dari masing-masing desa yang

mengalami penggusuran menemui salah satu aktivis lingkr:ngan hidup dan menceritakan

segala peristiwa yang mereka alami dan dampak dari penggusutan tersebut.

Perwakilan masyarakat petani meminta agar mereka mendapat pendampingan oleh

Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelesaian konflik sengketa tanah dengan

tujuan agar lahan perkebunan mereka dikembatikan oleh pihak pr KLs. Keinginan

masyarakat petani disampaikan kepada LSM Walhi Sulteng dan LBH Sulteng, dengan

pertimbangan bahwa penggusuran tersebut terkait dengan tanatr" yang terdapat di atas/

dalam tanah, lingkungan hidup dan masalah kepemilikan tanah (perdata).

Adriany Eadrah
Evaluasi Advokasi Penyelesaian Konflik Sengketa lanah
Di Kabupaten Banggaj, SulawesiTengah



Jutno! Studi Pemerintchon
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2011

Walhi Sulteng dan LBH Sulteng merespon pengaduan masyarakat petani Toili dan

keinginan masyarakat untuk diberikan pendampingan sebagai upaya penyelesaian sengketa

tanah antara petani roili dan PT KLS. Hal yang pertama dilakukan oleh walhi sulteng dan

LBH Sulteng adalah melakukan investigasi terkait penggusuran dan pertemuan unfuk

mengumpulkan berbagai informasi-informasi dari masyarakat korban penggusuran yanE

berada di Kecamatan Toili. Dari hasil investigasi yang dilakukan selama satu minggu, hal-

hal yang ditemukan adalah penggusuran lahan masyarakat bersertifikat, perusakan

lingkungan dan penyingkiran petani dari sumber-sumber penghidupan mereka atas tanah.

3. Advokasi Sebagai Aksi Menekan

FRAS Sulteng menempatkan advokasi sebagai bentuk gerakan keberpihakan terhadap

petani Toili yang secara ekonomi lemah dan secara politik tidak berdaya berhadapan dengan

kepentingan modal. Kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah telah mengganggu

keseimbangan penggunaan tanah dan di lapangan terjadi tumpang tindih penggunan tanah.

Gerakan advokasi di Sulawesi Tengah lebih menekanlcan pada metode advokasi

melalui aksi massa, sementara pilihan-pilihan lain, seperti; lobby dan atau negosiasi rnerupa-

kan hal kedua, itupun jika dipandang perlu dilakukan. Tekanan terhadap metode advokasi

seperti ini adalah bagaimana membangkitkan kedaulatan petani yang sekian tahr:n tidak

berdaya. Konsekuensiny4 posisi saling berhadapan antara petani dan pihak perusahaan

seringkali tidak terhindarkan. Bahkan bentuk organisasi direkonstruksi menjadi front

perjuangan, sebagaimana semangat yang mendasari pembangunan FRAS Sulteng, yakni

mengintegrasikan diri ke dalam permasalahan yang dihadapi oleh petani Toili.

Kaitan terhadap advokasi seperti itu adalah mendorong pemerintah melakukan pe-

rubahan kebijakan terkait sengketa tanah antara petani dan PT KLS serta pemenuhan

kesejahteraan buruh perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Toili. Dan pada saat yang sama

mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap PT KLS sebagai konsekuensi atas

pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran harus tetap dituntut karena pertanggung

jawaban tidak pemah terputus, termasuk sikap pembiaran oleh negara atas terjadinya

kekerasan. Sekalipun disadari bahwa upaya yang dilakukan diarahkan pada penyelesaian

yang bersifat jangka pendek pragmatis demi pencapaian kepentingan iangka panjang,
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namun demikian keberpihakan pada petani sebagai korban harus meniadi dasar penyelesai -

an yang utama.

4. Dampak Positif dan Negatif Advokasi FRAS Sulteng

Sejak FRAS Sulteng mengarnbil peran sentral dalam konllik tanah antara petani Toi[

dan PT KLS, nampak jelas terjadi perubahan di tingkat petani. Secara psikologi, mereka

merasa tidak sendiri dalam menghadapi sengketa dengan pihak perusahaan. Apatagi

solidaritas itu datang dari banyak kelompok dan daerah-daerah lainnya. Sementara bagi

FRAS Sulten& dengan meleburkan diri dalam kon{lik sengketa ini merupakan bagian dari

proses penguatan kesadaran petani dalam memperjuangkan hak-haknya.

Puncak dari berlarutJarutnya penyelesaian konllik antara petani Toili dan PT KLS

berujung pada aksi pengrusakan dan pembakaran alat berat dan kantor milik perusahaan.

Kejadian itu terjadi pada 26 Mei 2010. Penangkapan 13 orang petani terrnasuk koordinator

FRAS Sulteng pada akhimya berdampak pada melemahnya pergerakan di lapangan. Secara

psikoligi petani mengalami trauma akibat tindakan represif aparat.

Upaya Advokasi yang dilakukan oleh FRAS Sulteng dihubungkan dengan Teori

Advokasi.

Salah satu kelemahan FRAS adalah tidak menempatkan evaluasi sebagai bagian yang

tidak terpisah dari seluruh rangkaian agenda advokasi yang dilakukan. Tahapan evaluasi

tidak dipandang strategis karena tidak adanya aturan main yang dibuat secara lebih tegas.

Advokasi identik dengan aksi massa, dan mengabaikan upaya penyelesaian sengketa

melalui jalur-jalur lain, selain aksi massa.

Tabel Upaya Advokasi FRAS Sulawesi Tengah

Adriany Badrah
Evaluasi Advokasi Penyelesaian Konfljk Sengketa Tanah
Di Kabupaten Banggai, SulawesiTehgah

Tahap l:
Mengidentifikasi masalah untuk
mengambil tindakan kebijakan

. Membentuk Tim lnvestigasi untuk melakukan pengumpulan
data dan pemetaan masalah di lapangan. Tim investigasi yang
diutus ke lapangan adalah yang berasal dari Walhi Sulteng.
Tugas tim selain melakukan pengumpulan data dan pemetaan
masalah, juga melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh

. masyarakat, termasuk aparat pemerintah desa.
-Data hasil investisasi selaniutnva diolah dan dianalisis di kantor



iAdvokasi Upaya Advokasi ol(
Tahapan

Walhi Sulteng. Proses analisis dilakukan melalui diskusi dengan
menghadirkan seluruh anggota FRAS Sulteng. Dalam diskusi
tersebut Tim mempresentasikan hasil temuan yang diperoleh di
lapangan.

. Hasil diskusi kemudian dirangkum dalam bentuk penyusunan
program kerja selanjutnya dibawah ke lapangan untuk
disosialisasikan ke petani

Tahap 2:
Merumuskan solusi mengenai
permasalahan

. Menyusun kertas posisi kasus sengketa tanah antara petani Toili
dan PT KLS.

. FRAS Sulteng mengintegrasikan diri perjuangan petani Toili
dengan melalui diskusi penguatan kesadaran, pembangunan
organisasi.

. Setelah organisasi terbentuk selanjutnya FRAS Sulteng meng -
upayakan membuat kesepakatan bersam dan langkahlangkah
yang akan dilakukan untuk mendesakkan kepada para pihak
terkait upaya penyelesaian masalah.

. Merumuskan permasalahan yang terjadi dilapangan akibat
aktifitas perusahaan, penyerobotan lahan, menyoal izin usaha
PT KLS, pengrusakan lingkungan, pengrusakan Taman Suaka
Margasatwa Bangkiriang, dan lain sebagainya.

Tahap 3:
Membangun kemauan politik untuk
bertindak menangani masalah dan
mendapatkan solusi

. FRAS Sulteng mendesakkan penyelesaian kasus melalui aksi
demostransi di Kabupatan Banggai, Kota palu dan Jakarta.

. FRAS Sulteng membuat laporan pengaduan ke polres Kabupaten
Banggai dan Polda Sulawesi Tengah terkait penyerobotan lahan,
pengrusakan lingkungan dan pengrusakan Suaka Marga Satwa
Bangkiriang yang dilakukan oleh PT KLS.

e Melakukan audiens dengan Bupati, DPRD Sulteng dan DpR Rl.
. Membuat laporan kepada KOMNAS HAM.

Tahep 4 :

Melaksanakan kebijakan, jika
masalahnya telah diketahui, solusinya
diterima dan ada kemauan politik
untuk bertindak, semuanya secara
serentak

. FRAS Sulteng mendesak kepada aparat penegak hukum untuk
memproses pemllik PT KLS atas dugaan pelanggaran hukum
yang telah dilakukannya-

. Mendesak kepada pemerintah pusat melalui menteri kehutan
untuk mencabut izin usaha PT KLS.

Tehap 5:
Evaluasi

. Evaluasitidak dilakukan secara berkala

Sumber: Data Primer

lureal Studi ?ene rirttrh6n
Valume 2 Namat 2 A!:lrs,rs 2-671

Dengan melihat tabel di atas, proses advokasi konflik tanah antara petani roili dan pr

KL$ nampak bahwa FRAS sulteng tidak sepenuhnya konsisten dalam mengimplementasi

seluruh rangkaian tahapan dalam proses advokasi. FRAS sulteng lebih cenderung memilih

posisi yang saling berhadapan dengan pihak perusahaan. Dimana" dalam hal pilihan isu

terlihat ingin mengurusi semua hal. sehingga isu utama untuk pengembalian lahan usaha

milik petani seringkali teriu tupi.

Secara umum, terdapat dua strategi besar yang diiakukan secara sinergis dalam

melakukan gerakan advokasi hak atas tanah perkebr.man , yakni strategi penguatan ke

dalam dalam bentuk pembangunan organisasi dan pembangunan kesadaran petarri. strategi

Adrivdni Ba,.lra h
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ini, Yayasan Dopalat Indonesia lakukan dengan cara liae in di desa-desa. Tujuannya adalah

membangun ikatan emosional dan interaksi secara lebih dekat. Melalui proses diskusi dan

dan belajar bersama, maka dibentuklah Forum Petani Buol (FTB) sebagai alat perjuangan.

Kemudian strategi selanjuhya yang dilakukan adalah dengan cara mendatangi

instansi atau lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan yang terkait, dalam bentuk aksi

maupun rnelalui lobi dan negosiasi. Selain itq perwakilan perjuangan petani melakukan

koordinasi penyusunan dokumentasi sejarah, fakta-fakta lapangan, situasi sosial pedesaan,

peta wilayah, dan analisis hukum (legal opinion). Bentuk upaya ini dengan cara mengajukan

dokumentasi dan permohonan kembalinya hak atas tanah, pertemuan-pertemuan, dialog

atau audiensi, negosiasi, lobbying, dan kampanye publik.

5. Analisis Faktor Internal Kegagalan Advokasi Konflik Sengketa Tanah Di Toili

Dalam pilihan strategi, nampak bahwa FRAS Sulteng dalam memilih strategi

konfrontasi dalam langgam advokasinya. Sekalipun dalam desain dan tahapan kerja

mengikuti desain kerja advokasi yang lazim dilakukan: (1) melakukan pendidikan politik

kepada petani dengan tujuan penguatan organisasi; (2) melakukan pembangunan aliansi-

aliansi kepada organisasi lainnya sebagai pembangunan jaringan; (3) melakukan kampanye

media massa tentang tuntutan-tuntutan petani ; (4) melakukan aksi-aksi menuntut.

Namr:n dalam implementasiny4 desain tahapan advokasi tersebut tidak didukung

dengan kemampuan intemal secara lebih memadai sehingga dampak yang tirnbul kemudian

adalah rapuh secara organisasional dan upaya-upaya advokasi tidak terkoneksi secara

sistirnatis dan terukur. Hal ini tarnpak jika diurai secara lebih dalam bagaimana dinamika

intemal.

a. Manejemen Kerja Lemah

Dalam menjalankan kerja-kerja advokasi secara terintegrasi, FRAS Sulteng memulai -

nya dengan pembentukan tim kerja. Tim kerja dibentuk berdasarkan desain tahapan yang

sebelumnya sudah diputuskan bersama, yakni tim lapangan, tim riset, tim hukum, tim

meteri, dan tim kampanye, dimana kerja-kerja tim dimuarakan pada aksi-aksi. Sejauh yang

Adriany Badrah
Evallasi Advokasi PenyelesEian Konflik Sengketa Tanah
Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
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sudah dilakukan kerja tim tersebut beberapa kali di evaluasi. Hasilnya dilakukan pe -

rampingan karena beberapa tim dinilai kurang maksimal dalam menjalankan perannya.

Dinamika yang terjadi di lapangan membuat kerja masing-masing tim saling tumpang

tindih. Bentuk dan pola gerakan perlawanan lokal yang tumbuh, secara umum tampak

masih merupakan pengr,rlangan bentuk dan pola-pola gerakan sebelumnyo untuk tidak

menyebut mengalami kemunduran. Pada tingkat lapangan, kerja-kerja pengorganisasian

telah beberapa kali memobilisasi aksi pendudukan di lokasi perkebunan sawit PT KLS,

meskipun aksi itu belum berhasil membuat PT KLS tergerak memenuhi tuntutan petani.

b. Protokol Komunikasi Berjalan Tidak Elektif

Satu hal yang sering menjadi hambatan dalam melakukan advokasi dengan melibat -

kan banyak kelompok adalah persoalan aturan main dan komr.rnikasi antara kelompok dan

jaringan, terutama di lapangan. FRAS Sulteng sebagai payung organisasi advokasi konflik

sengketan tanah petani Toili dan PT KLS terlihat mengalami kesulitan dalam meng-

konsolidasikan jalur dan protokol komunikasi dan protokol komunikasi antara anggota

yang tergabung dalam FRAS Sulteng. Seringkali kesepakatan-kesepakatan yang diputuskan

tidak terkomunikasi secara lebih baik di intemal masing-masing lembaga. Akibatnya,

banyak program kerja tidak berjalan. Kelemahan intemal itu yang memfragmentasikan

masing-masing kelompok dalam FRAS dalam hal pilihan konfrontasi dan koperatif dalam

rnengupayakan penyelesaian sengketa tanah.

c. Kriminalisasi Terhadap Petani

Faktor yang sedikit banyak cukup berkontribusi dalam memproduksi fakta-fakta

gagalnya proses penyelesaian sengketa dan tujuan mernenangkan tuntutan petani semakin

jauh. Balrkan yang nampak saat ini adalah proses penyelesaian tersebut menjadi tersumbat

karena kriminalisasi terhadap petani sangat memukul gerakan advokasi yang sudah

dibangun selama ini.

Selama penangkapan dan proses hukum berjalan, seluruh energi FRAS Sulteng

terfokus pada proses-proses tersebut. Proses hukurn yang panjang dan kebutuhan untuk

melakukan pembelaan persidangan juga membutu}kan sumberdaya yang terhitung tidak

sedikit jumlah. Sehingga terhitung sejak kasus kriminalisasi itu te4adi rnaka praktis

perhatian terhadap upaya-upaya penyelesaian sengketa tanah menjadi terabaikan.

Adriyani Badrah
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d. Umur Organisasi Advokasi Pendek

Faktor ini menjadi salah satu masalah tersendiri dalam sejarah gerakan advokasi di

Sulawesi Tengah, tidak terkecuali FRAS. Di mana, organisasi yang dibangun cenderung

berumur pendek, karena arah dan target gerakan bersifat kasuistik. Pada saat kasus atau

tuntutan selesai, maka selesailah perlawanan. Kecenderungan ini tentu saja jauh dari

harapan gerakan yang nafasnya panjang. Misalnya, aktor,aktor utama yang berasal dari

LSM yang menggerakkan aksi-aksi itu kerap beralih untuk melakukan advokasi yang sama

pada kasus-kasus yang terjadi di tempat lain.

e. Pengawalan Kasus yang Tidak Maksimal

Sejak kasus konflik sengketa tanah petani Toili dan PT KLS diadvokasi oleh FI{AS

Sulteng terhitung tidak sedikit proses-proses penyelesaian yang sudah dilakukan. Mulai dari

aksi massa, diaTog hearing di instansi pemerintah daerah di Kabupaten Banggai, Sulawesi

Tengah hingga ke institusi terkait di pemerintah pusat dan Komnas HAM. Dan apabila

ditelaah, hampir seluruh dokumen kesepakatan yang dihasilkan dari setiap pertemuan-

pertemuan telsebut memposisikan petani Toili berada dalam situasi yang menguntungkan.

Sernentara di sisi yang lairy pihak PT KLS diposisikan lemah berdasarkan tinjauan dari

banyak aspek, seperti dari aspek yrridis, lingkr:ngan, pelanggaran hukum, dll.

Namun satu hal yang seringkali tidak maksimal dilakukan adalah kemampuan FRAS

Sulteng dalam mengkonstruksi dan mengkonsolidasi kesepakatan-kesepekatan menjadi titik

balik kemenangan petani Toi1i. Terlepas dari apakah keputusan politik dari pihak

pemerintah yang terlihat mendukung upaya petani hanya karena tekanan massa dari FRAS

Sulteng, tetapi paling tidak, hal tersebut semestinya diolah seciemikian rupa untuk dapat

memposisikan pihak PT KLS agar ingin bersikap terbuka.

Dalam konteks ini FRAS Sulteng dinilai tidak maksimal dalam mengawal proses

kearah penyelesaian. Yang nampak adalah hasil yang diperoleh di setiap forum pertemuan

tidak berkorelasi langsung terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Walapun, PT KLS

dinilai melanggar dalam melakukan perluasan areal usaha perkebunan tetapi fakta di

lapangan tetap saja aktifitas penggusuran dan pencaplokan lahan nrilik petani berlangsung.

Adriany Badrah
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7. Analisis Faktor Eksternal Kegagalan Advokasi Konflik sengketa Tanah Di roili

a. Regulasi yang Tumpang Tindih

Fakta di lapangan rnenunjukkan bahwa konflik sengketa tanah antara petani Toili dan

PT KLS terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih regulasi yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Pemberian izin usaha sama sekali tidak mernperhitungkan keberadaan petani.

Faktor ini yang berkonhibusi langsung atas keberlangsrrngan sengketa tanah. pihak pr KLS

dengan leluasa melakukan penggusuran karena mereka merasa memiliki legitimasi,

walaupun klaim atas hal ini sepihak.

b, Aparat Keamanan

Tidak dipungkiri perarr apaiat keananan, r'olisi dan TNI tlalam konflik sengketa tanah

antara petani roili dan P'f KLS turut berkonstribusi atas keberlangsung konflik di lapangan.

Fakta di lapangan mernperlihatkan, aparat keamanan tidak sepemrhnya netral dalam

konIlik.

sementara aparat kepolisian juga memperlihat hal seperti itu. Laporan pengaduan dari

pihak perusahaan terhadap petani oleh aparat kepolisian ditanggapi dan direspon cepat.

Seba-liknya, laporan FRAS Sulteng terhadap PT KLS cenderung didiamkan oleh pihak

kepolisian. Terjadinya represi yang berlebihan seperti itu dapat disebut sebagai sebuah

upaya menumbuhkan atau iklim ketakutan yang berakibat pada apatisnya masyarakat

menanggapi berbagai persoalan yang dihadapinya.

8. Proses Advokasi FRAS Sulteng

a. Perubahan Kebijakan

Keberadaan FRAS Sulteng sebagai payung organ advokasi yang yang dibentuk untuk

mengintegrasikan diri ke dalam sengketa tanah yang dialami oleh petani roili bertujuan

memperjuangkan agar bagaimana tanah petani yang digusur dan dicaplok oleh pT KLS

dapat kembali, selain tuntutan lainnya seperti penanganan atas tindak perusakan

lingkungan, perambahan hutan dan laporan atas alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pr

KLS. Keseluruhan atas tu.ntutan tersebut telah didesakan ke para pihak terkait, terutama ke

ACrivarj l!drah
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Kementrian Kehutanan, Pemangku Perkebunan, Pemerintah Daerah dan aparat penegak

hukum.

Perubahan kebijakan diharapkan akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jika perubahan

kebijatan yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan maka dalam tahap ini, advokasi

yang dilakukan FRAS Sulteng belum dapat dikatakan berhasil. Belum ada kebijakan

strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk solusi atas penyelesaian konllik

antara petani Toili dan PT KLS. Yang ada adalah tahap mempengaruhi sikap pemerintah

atas posisi kasus. Misalny4 SK Bupati Kabupaten Banggai nomot:'525l7937\ag.Kumdang

tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Advokasi terhadap perkebunan milik PT Kurnia

Luwuk Sejati di Kecamatan Toili dan Nota Kesepahaman antara Petani Toili dan PT KLS

dalam hal ini diwakili oleh PT BHP.

b. Daya Tawar FRAS Sulteng

Salah satu tujuan melakukan advokasi adalah meningkatkan posisi tawar kelompok

masyarakat dalam sebuah proses penyelesaian rnasalah. Apabila posisi tawar yang

dimaksud adalah kapasitas FRAS Sulteng sebagai alat perjuangan bersama antara kelompok

LSM dan petani Toili maka hal tersebut sepenu}nya belum berdaya rekat kuat untuk

mempengaruhi agar aktor-aktor lain bersikap lebih konsisten dalam upaya-upaya

penyelesaian rnasalah.

Dalam tingkatan tertenht eksistensi FRAS dalam proses advokasi mampu

memosisikan aktor-aktor lain, seperti Bupati, Anggota DIjRD, Komisioner Komnas HAI\4,

balrkan aparat penegak hukurn bersikap turut andil dalam proses penyelesaian konflik.

Daya tawar yang dimiliki FRAS menjadi lemah ketika petani diperhadapkan langsung

dengan kasus kriminalisasi yang menjadi kekuatan perusahaan di lapangan. Di sisi lairu bisa

jadi perusahan melakukan upaya-upaya sepefti itu karena secara politik terdesak oleh

desakan aktor-aktor lain.

c. Perluasan Ruang Demokrasi, Partisipasi dan Legitimasi Politik FRAS Sulteng

Keterbukaan luang demokrasi dapat dimaknai sebagai bagian langsung dari

partisipasi petani mengenai pentinganya berjaringan. Lantas bagaimana hal itu dapat

mengukur maju-mundurnya" kuat-lemahnya dan perkembangan capaian-capaian yang

Adriahy Badrah
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dilakukan, ini berkaitan dengan kondisi subyektif FRAS Sulteng sebagai hasil dari interaksi

antara orgardsasi dan aktor-aktor relevan pada penyelesaian sengketa tanah petani.

Dalam konteks agenda-agenda advokasi yang dijalankan FRAS Sulteng tingkat

kesuksesannya dapat didefinisikan dalam bentuk tanggr:ng jawab sistem kerja advokasi

secara menyeluruh meskipun dapat dicapai setahap demi setahap. Pertama, capaian akses

yaitu kesediaan pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi t:urrtutan. Kedua,

capaian pada tingkatan agenda yaitu kesediaan pemerintah untuk menempatkan tuntutan

yang didesakkan meniadi agenda penyele saian. Ketiga, capaian pada level dampak yaitu

implementasi kebijakan memberikan dampak pada penyelesaian konflik sengketa tanah

antara petani Toili dan PT KLS.

KESIMPULAN

Konflik penguasaan lahan antara masyarakat Desa Piondo dan Desa Bukit dengan PT.

Berkat Hutan Pusaka (BHP) sebagai perusahaan patungan PT Kurnia Luwuk Sejati dengan

kepemilikan saharn 60% merupakan konllik yang telah berlangsung lama, konflik agraria ini

setidaknya mulai te4adi sejak 1990-7991, ketika PT. BHP mulai melakukan pengukuran

terhadap areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasainya secara sepihak tanpa

melibatkan masyarakat Desa Piondo,

Perlawanan terhadap pihak perusahaan kemudian muncul kembali pada tahun

2002. Petani yang semakin kekurangan tanah mulai meiakukan pengambilalihan

kembali terhadap tanah-tanah yang diklaim oleh pihak perusahaan. Masyarakat

menanami sejumlah tanaman tahunan di lahan tersebut. Komoditi yang paling banyak

dijumpai adalah kakao, rambutan, dan sejumlah tanaman jangka panjang seperti, durian.

Situasi ini berlangsung cukup lama. Kegairahan menanam dan bertani yang cukup

tinggi di tingkat petani, mempercepat proses produktivitas hasil kakao di daerah ini.

Hal itu pula yang mendorong petani lainnya untuk terlibat. Proses pengambilalihan

kembali atas lahan yang dikuasai bahkan sebagian telah ditanarni oleh perusahaan

terus berlangsung sampai dengan sekitar 2004.

Dalam proses advokasi konllik tanah antara petani Toili dan PT KLS, nampak bahwa

FRAS Sulteng tidak sepenuhnya konsisten dalam mengimplementasi seluruh rangkaian
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tahapan dalam proses advokasi. FRAS Sulteng lebih cenderung memilih posisi yang saling

berhadap-hadapan dengan pihak perusahaan. Di man4 dalam hal pilihan isu terlihat ingin

mengurusi semua hal. Sehingga isu utama, yakni pengembalian lahan usaha milik petani

seringkali tertutupi.

Salah satu kelemahan FRAS adalah tidak menempatkan evaluasi sebagai bagian yang

tidak terpisah dari seluruh rangkaian agenda advokasi yang dilakukan. Tahapan evaluasi

tidak dipandang strategis karena tidak adanya aturan main yang dibuat secara lebih tegas.

Advokasi identik dengan aksi massa, dan mengabaikan upaya penyelesaian sengketa

melalui jalur-jalur lain, selain aksi massa.

Referensi dari keberhasilan advokasi konllik sengketa tanah antara petani Buol dan PT

HIP adalah secara umum/ terdapat dua strategi besar yang dilakukan secara sinergis dalam

melakukan gerakan advokasi hak atas tanah perkebunan, yakni shategi penguatan ke dalam

dalam benfuk pembangunan organisasi dan pembangunan kesadaran petani. Strategi ini,

Yayasan Dopalak Indonesia lakukan dengan cara liae in di. desa-desa. Tujuannya adalah

membangun ikatan emosional dan interaksi secara lebih dekat. Melalui proses diskusi dan

dan belajar bersama" maka dibentuklah Forum Petani Buol (FTB) sebagai alat perjuangan.

Kemudian strategi selanjutrya yang dilakukan adalah dengan cara mendatangi instansi atau

Iembaga-Iembaga birokrasi pemerintahan yang terkait, dalarn bentuk aksi maupun melalui

lobby dan negosiasi. Selain itu, perwakilan perjuangan petani melakukan koordinasi

penyusunan dokumentasi sejarah, fakta-fakta lapangan, situasi sosial pedesaan, peta

wilayah, dan analisis hukum (legal opinion). Bentul upaya ini dengan cara mengajukan

dokumentasi dan permohonan kembalinya hak atas tanah, pertemuan-pertemuan, dialog

atau audiensi, negosiasi, lobbying, dan kampanye publik.

Adapr:n faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan advokasi yang dilakukan

terhadap petani Toili kaitannya dengan upaya penyelesaian konflik sengketa tanah dengan

PT KLS dapat dibagi dalam dua faktor, yalcri; Pertama, faktor internal Manajemen keria

Iemah, protokol komr:nikasi tidak efektif, kriminalisasi terhadap petani, umur organisasi

advokasi pendek, pengawalan kasus tidak maksimal. Kedua, faktor ekstemal terkait

Inkonsistensi pemerintah daerah, regulasi yang tumpang tindilg aparat keamanan, Proses

advokasi yang dilakukan oleh FRAS Sulteng adalah: Perubahan kebijakan, daya tawar FRAS

Adriany Badrah
Evaluasi Advokasi Penvelesaian Konflik Sehgketa Tanah
Di Kabupaten Banggai,Sulawesi Tengah
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Sulteng perluasan ruang demokrasi, partisipasi dan legitimasi politik FRAS Sulteng.
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